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LAPORAN KETUA PANITIA PENYELENGGARA 

PADA ACARA SOSIALISASI SAPU BERSIH 

 PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI) DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, 

ASSALAMU‘ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH 

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN DAN   

SELAMAT  PAGI 

Yang Terhormat  : Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap 

Yang Kami hormati :  

- Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap atau yang mewakili      

- Wakil Kepala Kepolisian Resor Cilacap atau yang mewakili 

- Inspektur Kabupaten Cilacap dan Para Pejabat di 

Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cilacap 

- Para Peserta Sosialisasi Yang Berbahagia 

Pertama - tama marilah kita panjatkan puji syukur ke 

hadirat Allah SWT, karena  atas rahmat dan karunianya pada 

kesempatan ini kita dapat Mengikuti acara “Sosialisasi Sapu 

Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)”  di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2021.   

Selanjutnya Perkenankanlah kami menyampaikan Laporan 

Penyelenggaraan  Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber 

Pungli) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 

2021 sebagai berikut: 



  

I. Dasar  

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak 

Pidana Suap ; 

2. Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tipikor Pasal 5 Ay (1); 

3. Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12b; 

4. Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 13; 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  87 Tahun 

2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar; 

6. Surat Keputusan Bupati Cilacap Tahun 2016 dengan 

Nomor 180/801/14/Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber 

Pungli) Kabupaten Cilacap; 

7. Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 700/464/14/2021 

tanggal 25 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim 

Pelaksana Fasilitasi Sapu Bersih Pungutan Liar di 

Kabupaten Cilacap Tahun 2021. 

 

 



II. Maksud dan Tujuan : 

1. Maksud  

Memberikan kesadaran yang tinggi terhadap Aparatur 

Penyelenggara Negara untuk selalu berlaku jujur dalam 

bekerja serta berpedoman pada aturan yang berlaku; 

2. Tujuan 

Agar Aparatur Penyelenggara Negara dalam 

melaksanakan tugas khususnya dalam pelayanan publik  

tidak melakukan pungutan liar sehingga terwujud 

Pemerintahan yang baik (Good Governance). 

 

III. Pelaksanaan: 

1. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan 

Kegiatan Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER 

PUNGLI) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap 

Tahun 2021 dilaksanakan  dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

Hari/Tanggal  :  Rabu - Senin, 17 – 29 November  2021       

( 5 Hari/10 Angkatan/sesi) 

Waktu  :  Pukul 08.00 WIB s/d Selesai 

Tempat          :   Aula Disnakerin Kabupaten Cilacap  

 

2. Peserta 

Sosialisasi ini diikuti oleh peserta sebanyak  ±700 Orang, 

yaitu berasal dari 269 Desa di Wilayah Kabupaten 



Cilacap yang terbagi dalam 10 (sepuluh) Angkatan/Sesi 

selama 5 (lima) hari. 

3. Narasumber 

Dalam Kegiatan Sosialisasi Saber Pungli akan 

disampaikan materi tentang Saber Pungli dengan 

narasumber dari Polres Cilacap,  Kejaksaan Negeri 

Cilacap dan Inspektorat Kabupaten Cilacap. 

4. Pembiayaan 

Kegiatan Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER 

PUNGLI) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap 

Tahun 2021 dibiayai dengan Anggaran APBD Kabupaten 

Cilacap Tahun 2021 dengan kode sub kegiatan 

6.01.03.2.02.03. 

 

Demikian Laporan yang dapat kami sampaikan, 

selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Sekretaris 

Daerah Kabupaten Cilacap untuk dapat memberikan 

sambutan pengarahan dalam acara sosialisasi pada pagi 

hari ini. 

 

 

 

 

 

 



Demikian terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan 

 

Wabilahitaufik Wal Hidayah 

Wassalam Mu’alaikum Wr. Wb. 

  

 

 

           KETUA 

PENYELENGGARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Jenderal Soedirman Nomor  32  Telepon (0282) 534771-534775 Faksimile ( 0282 ) 535222 

Website : www.cilacapkab.go.id E-mail :  setda@cilacapkab.go.id 

CILACAP 
Kode Pos – 53223 

 

 

 

 

SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN CILACAP 

PADA ACARA 

SOSIALISASI SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR 

 (SABER PUNGLI)  

KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 

 

 

 

 

Senin, 22 November 2021 

Tempat : Aula Disnakerin Kabupaten Cilacap  

Jalan Perwira No. 30 Cilacap 

Waktu : Pukul 08.00 WIB 
 

 

 

Assalamu ‘alaikum wr. wb. 
 

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. 

Yang Saya Hormati : -  Kepala Polres Cilacap 

- Inspektur Kabupaten Cilacap 

- Kepala Disnakerin Kabupaten Cilacap 

- Para peserta sosialisasi dari unsur 

perangkat desa yang saya banggakan. 
 

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat allah swt,  atas 

rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, 

sehingga kita dapat hadir guna mengikuti acara sosialisasi 

sapu bersih pungutan liar (saber pungli)  Kabupaten Cilacap 

tahun 2021.   

Sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan  

keharibaan  sang pembawa risalah kebenaran yaitu nabi 

muhammad saw, sehingga kita akan selalu mendapatkan 

syafa’at-nya di dunia dan akhirat. 

 

Hadirin yang saya hormati, 

 

http://www.cilacapkab.go.id/


  

Pada kesempatan ini, saya atas nama Pemerintah Kabupaten 

Cilacap, akan menjelaskan bahwa komitmen Pemerintah 

Kabupaten Cilacap terhadap Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber 

Pungli) tidak setengah setengah.  

 

Tujuan sosialisasi ini sebagai upaya pencegahan adanya 

pungutan liar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, 

khususnya di lingkungan Pemerintah Desa yang kita ketahui 

bersama bahwa pungli sebagai salah satu bibit munculnya 

tindak pidana korupsi. 

 

Pungutan liar merupakan suatu pengenaan biaya atau 

pungutan ditempat yang seharusnya tidak ada biaya dikenakan 

atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai 

ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan 

memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh 

seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan 

sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana.  

 

Pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu merupakan 

perbuatan yang sudah sejak lama terjadi, bahkan mungkin 

telah menjadi suatu kebiasaan oknum aparatur penyelenggara 

negara didalam melakukan pelayanan kepada masyarakat 

seperti contoh beberapa potensi rawan pungli antara lain : 

pungli yang terjadi pada proses pembuatan  ktp, akte 

kelahiran, masuk sekolah, biaya sekolah, menikah, melamar 

kerja, surat pensiun, surat kematian, sertifikat, izin usaha 

bahkan pungli terjadi juga pada proses pengurusan 

administrasi pasien di rumah sakit milik pemerintah. Oleh 

sebab itu, maka hal-hal yang berurusan dengan pungutan 

yang tidak resmi harus segera ditiadakan. 

 

Sosialisasi ini untuk memberikan gambaran khususnya kepada 

perangkat desa agar terhindar dan diharapkan dapat diketahui 

apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan terkait dengan 

pungli dan komitmen bersama untuk mewujudkan tidak ada 

lagi pungli di Kabupaten Cilacap. 

 



  

Kehadiran pemerintah adalah sebagai public service. Kita ini 

dituntut untuk  mengakselerasi pencapaian tujuan pelayanan 

publik  yaitu mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas 

tentang hak, tanggung jawab kewajiban dan kewenangan, 

mewujudkan sistem pelayanan publik yang layak sesuai asas 

umum pemerintahan, terpenuhinya penyelenggaraan 

pelayanan publik sesuai peraturan dan terwujudnya 

perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. 

 

Sasaran Saber Pungli meliputi pelayanan publik, eksport 

import, penegakan hukum, perijinan, kepegawaian, 

pendidikan, pengadaan barang dan jasa dan kegiatan pungli 

lainnya yang meresahkan masyarakat. 

 

"Saya mengingatkan kepada para peserta sosialisasi agar 

selalu berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan 

yang diamanahkan, Saudara sebagai perangkat desa adalah 

garda terdepan sebagai pemberi layanan kepada masyarakat 

dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. 

 

PESERTA SOSIALISASI YANG SAYA BANGGAKAN, 

 

Semangat pemberantasan pungutan liar bukan hanya pada  

faktor jumlah kerugian negara yang diakibatkan, akan tetapi 

lebih pada faktor kebiasaan-kebiasaan yang tidak jujur yang 

harus di hilangkan.  

Untuk itu, saya menghimbau kepada semua jajaran aparatur 

pemerintah kabupaten cilacap termasuk  perangkat  desa 

untuk selalu memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya 

tanpa adanya pungutan dalam bentuk apapun. Selain itu, saya 

berharap kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di 

kabupaten cilacap untuk selalu berperan aktif dengan 

melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila ada oknum 

aparatur pemerintah daerah yang melakukan pungutan liar, 

janganlah sistem pelayanan publik yang sudah baik dikotori 

oleh praktek-praktek pungutan liar. 

 

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,  

 



  

Pada kesempatan ini, perlu saya jelaskan bahwa pada saat ini 

yang menjadi momok yaitu dengan dilakukannya Operasi 

Tangkap Tangan (OTT) oleh Satgas Saber Pungli di beberapa 

tempat di Indonesia, baik yang berstatus oknum Aparatur Sipil 

Negara (ASN) maupun aparat pemerintah lainnya. 

Pada akhirnya, saya berharap kepada seluruh peserta 

Sosialisasi Saber Pungli Kabupaten Cilacap untuk selalu 

mematuhi sistem dan prosedur sebagaimana yang telah 

disyaratkan dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan. 

Sehingga kita semua tidak menjadi salah satu target Operasi 

Tangkap Tangan (OTT) Satgas Saber Pungli. 

 

HADIRIN YANG SAYA BANGGAKAN, 

 

Saya mengingatkan kembali bahwa sudah ada aparatur 

pemerintah yang ditangkap karena pungli. 

“mari ke depan hindari pungli, karena perbuatan itu sekarang 

sangat beresiko”  

Kepada seluruh peserta Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar 

(Saber Pungli) Kabupaten Cilacap saya mengucapkan selamat 

mengikuti Sosialisasi dan semoga dapat memahami dan 

menjabarkannya dalam setiap kegiatan di instansi atau institusi 

saudara. 

Kita semua bisa melakukan perbuatan yang lebih baik kepada 

seluruh  masyarakat di Kabupaten Cilacap khususnya pada 

jajaran perangkat desa  yang menangani langsung pelayanan 

publik kepada masyarakat. Mudah-mudahan amanah yang kita 

emban bisa menjadi ibadah kita kepada Allah SWT. 

 

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA, 

WABILLAHI TAUFIK WALLHIDAYAH, 

WASSALAMU’ALAIKUMWARHMATULLAHWABARAKATU

H. 

 

 

 

 

 



  

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN CILACAP 

 
 
 

Drs. FARID MA’RUF, ST, MM 
Pembina Utama Madya 

NIP.19620322 198607 1 002 
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 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP 

INSPEKTORAT 
Jalan Sumbing Nomor 17 Telepon ( 0282 ) 534400  Faksimili ( 0282 ) 531255 

Website : www.inspektorat.cilacapkab.go.id E-mail : inspektoratcilacap@gmail.com 

CILACAP 
Kode Pos - 53223 

       
    Cilacap, 11 November 2021 

 

Kepada : 

Nomor 

Sifat 

: 028 / 3000 /14          

: Biasa    

 Yth. Kepala Dinas Ketenagakerjaan 

dan Perindustrian Kabupaten  

Lampiran : 1 (satu) set   Cilacap 

Perihal : Revisi Permohonan Pinjam Tempat di  -  

C I L A C A P 

     

   
Menyusuli Surat Inspektur Kabupaten Cilacap Nomor: 700/2917/14 

Tanggal 03 November 2021, dengan ini kami sampaikan revisi peminjaman 

aula Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Cilacap 

untuk kegiatan sebagaimana terlampir.  

 

Demikian atas bantuannya, kami sampaikan terima kasih. 

 

 

     INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP 

    

  

 

              Drs. INDRO CAHYONO, MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19621004 199002 1 002 
 
 

Tembusan.: 
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap; 
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Cilacap; 
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Cilacap; 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

http://www.inspektorat.cilacapkab.go.id/


 

 

 

 

REVISI JADWAL KEGIATAN SOSIALISASI SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  

(SABER PUNGLI) KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 

 

No. 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 
Waktu Pelaksanaan 

Hari/Tanggal Hari/Tanggal 
Sesi 1 Sesi 2 

1. 
Kamis,  

18 November 2021 

Rabu, 

17 November 2021 

Pkl. 08.00 – 12.00 Pkl. 13.00 – 17.00 

 

 

    INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP 

    

  

 

              Drs. INDRO CAHYONO, MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19621004 199002 1 002 
 

Lampiran : Surat Inspektur Kabupaten Cilacap 
Nomor : 028 /  3000  / 14 
Tanggal : 11 November 2021 



 

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP 

INSPEKTORAT 
Jalan Sumbing Nomor 17 Telepon ( 0282 ) 534400  Faksimili ( 0282 ) 531255 

Website : www.inspektorat.cilacapkab.go.id E-mail : inspektoratcilacap@gmail.com 

CILACAP 
Kode Pos - 53223 

 
 
 
 
Nomor : 700 / 2999 / 14 
Sifat : Biasa 
Lampiran : 1 (satu) lembar 
Perihal  : Revisi Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan Sosialisasi 
Saberpungli Tahun 2021.                    

 Cilacap, 11  November  2021 
 
Kepada Yth : 
Bapak / Ibu / Saudara 
(Sebagaimana Daftar Terlampir) 
di- 
  C I L A C A P 
 

 
      

 

Menyusuli Surat Bupati Cilacap Nomor: 700/07483/14 Tanggal 

November 2021, dengan ini kami sampaikan revisi jadwal kegiatan sebagaimana 

terlampir. Adapun untuk ketentuan lain mengenai pelaksanaan Kegiatan 

Sosialiasi Saber Pungli Tahun 2021 masih mengacu pada surat sebelumnya. 

   Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan 

terima kasih. 

 

    INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP 

    

 

 

 

              Drs. INDRO CAHYONO, MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19621004 199002 1 002 
 

 
Tembusan: 
1. Bupati Cilacap; 
2. Wakil Bupati Cilacap; 
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap; 
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Cilacap; 
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Cilacap; 
6. Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inspektorat.cilacapkab.go.id/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

DAFTAR CAMAT PENERIMA SURAT 
 
 
 

 
1. Camat  Jeruklegi; 

2. Camat Gandrungmangu; 

3. Camat Majenang; 

4. Camat Patimuan; 

5. Camat Karangpucung; 

6. Camat Kroya; 

7. Camat Binangun. 

 
 

     

 

    

 

 

 
 

 

 

              

 INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP 

  

 

 

 

Drs. INDRO CAHYONO, MM 

 Pembina Utama Muda 

NIP. 19621004 199002 1 002 

 

Lampiran I   : Surat Inspektur Kabupaten Cilacap 
Nomor         : 700/ 2999 / 14  
Tanggal       : 11 November 2021 

  



 

 

 

REVISI JADWAL KEGIATAN SOSIALISASI SABER PUNGLI TAHUN 2021 

 

NO DESA KECAMATAN 
JUMLAH 
PESERTA 

JADWAL PELAKSANAAN 

SEBELUM 
PERUBAHAN 

SETELAH 
PERUBAHAN 

1 Desa Jeruklegi Kulon JERUKLEGI 3 

Kamis, 18 
November 2021 

Sesi 1  
(Pkl. 08.00 -

12.00) 

Rabu, 17 
November 2021 

Sesi 1  
(Pkl. 08.00-

12.00) 

2 Desa Jeruklegi Wetan JERUKLEGI 3 

3 Desa Tritih Wetan JERUKLEGI 3 

4 Desa Tritih Lor JERUKLEGI 3 

5 Desa Karangkemiri JERUKLEGI 3 

6 Desa Brebeg JERUKLEGI 3 

7 Desa Sumingkir JERUKLEGI 3 

8 Desa Jambusari JERUKLEGI 3 

9 Desa Sawangan JERUKLEGI 3 

10 Desa Mandala JERUKLEGI 3 

11 Desa Cilibang JERUKLEGI 3 

12 Desa Prapagan JERUKLEGI 3 

13 Desa Citepus JERUKLEGI 3 

14 Desa Gintungreja GANDRUNGMANGU 3 

15 Desa Karanganyar GANDRUNGMANGU 3 

16 Desa Cinangsi GANDRUNGMANGU 3 

17 Desa Karanggintung GANDRUNGMANGU 3 

18 Desa Muktisari GANDRUNGMANGU 3 

19 Desa Wringinharjo GANDRUNGMANGU 3 

20 Desa Kertajaya GANDRUNGMANGU 3 

21 Desa Cilopadang MAJENANG 2 

22 Desa Sindangsari MAJENANG 2 

Tanggal       :       November 2021 
  

Lampiran II  : Surat Inspektur Kabupaten Cilacap 
Nomor         : 700/ 2999 / 14  
Tanggal       : 11 November 2021 

  



 

NO DESA KECAMATAN 
JUMLAH 
PESERTA 

JADWAL PELAKSANAAN 

SEBELUM 
PERUBAHAN 

SETELAH 
PERUBAHAN 

23 Desa Patimuan PATIMUAN 2 
Kamis, 18 

November 2021 
Sesi 1 (Pkl. 

08.00 - 12.00) 

Rabu, 17 
November 2021 

Sesi 1 ( Pkl. 
08.00-12.00) 

24 Desa Bulupayung PATIMUAN 2 

25 Desa Purwodadi PATIMUAN 2 

26 Desa Surusunda KARANGPUCUNG 2 

Kamis, 18 
November 2021 

Sesi 2 (Pkl. 
13.00 - 17.00) 

Rabu, 17 
November 2021 

Sesi 2 ( Pkl. 
13.00-17.00) 

27 Desa Sindangbarang KARANGPUCUNG 2 

28 Desa Tayem KARANGPUCUNG 2 

29 Desa Tayem Timur KARANGPUCUNG 2 

30 Desa Sidamulya KARANGPUCUNG 2 

31 Desa Buntu KROYA 3 

32 Desa Karangmangu KROYA 3 

33 Desa Kedawung KROYA 3 

34 Desa Ayamalas KROYA 3 

35 Desa Karangturi KROYA 3 

36 Desa Mujur KROYA 3 

37 Desa Mujur Lor KROYA 3 

38 Desa Bajing KROYA 3 

39 Desa Bajing Kulon KROYA 3 

40 Desa Pekuncen KROYA 3 

41 
Desa Widara Payung 
Wetan 

BINANGUN 3 

42 
Desa Widara Payung 
Kulon 

BINANGUN 3 

43 Desa Jepara Wetan BINANGUN 3 

44 Desa Jepara Kulon BINANGUN 3 

45 Desa Karangnangka BINANGUN 3 

46 Desa Alangamba BINANGUN 3 



 

NO DESA KECAMATAN 
JUMLAH 
PESERTA 

JADWAL PELAKSANAAN 

SEBELUM 
PERUBAHAN 

SETELAH 
PERUBAHAN 

47 Desa Jati BINANGUN 3 

Kamis, 18 
November 2021 

Sesi 1 (Pkl. 
08.00 - 12.00) 

Rabu, 17 
November 2021 

Sesi 2 ( Pkl. 
13.00-17.00) 

48 Desa Pagubugan BINANGUN 3 

49 
Desa Pagubugan 
Kulon 

BINANGUN 3 

50 Desa Sidayu BINANGUN 3 

 

 

 

 INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP 

  

 

 

 

Drs. INDRO CAHYONO, MM 

 Pembina Utama Muda 

NIP. 19621004 199002 1 002 

 

 

            

    

 

 

               
 













































JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI)  

KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 

 

No. Hari/ Tanggal Waktu Acara Keterangan 

1 

Rabu, 17 Nov 

2021 

Sesi I 

07.30 – 08.00 - Registrasi Peserta Panitia 

08.00 – 08.15 

- Pembukaan Acara Sosialisasi: 

• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

• Pembacaan Doa 

 

Panitia 

Panitia 

08.15 – 09.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli 
Narasumber : Polres Cilacap 

Moderator     : Kurniawan RGP 

09.15 – 10.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Kejaksaan Negeri Cilacap 

Moderator    : Kurniawan RGP 

10.15 – 11.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Inspektur Cilacap 

Moderator     : Kurniawan RGP 

11.15 – 12.15 
- Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli dilanjutkan 

penutupan sesi 1 
Narasumber : Irban 1 

Moderator     : Kurniawan RGP 

2 

Rabu, 17 Nov 

2021 

Sesi II 

 

12.30 – 13.00 - Registrasi Peserta Panitia 

13.00 – 13.15 

- Pembukaan Acara Sosialisasi: 

• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

• Pembacaan Doa 

 

Panitia 

Panitia 

13.15 – 14.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Polres Cilacap 

Moderator    : Kasubag Umum 

14.15 – 15.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Kejaksaan Negeri Cilacap 

Moderator    : Kasubag Umum 

15.15 – 16.15 
- Paparan dan Diskusi terkait Saber  Narasumber : Inspektur Cilacap 

Moderator     : Kasubag Umum 

16.15 – 17.15 
- Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli dilanjutkan 

penutupan sesi 2 
Narasumber : Irban 1 

Moderator     : Kasubag Umum 



No. Hari/ Tanggal Waktu Acara Keterangan 

3 

Senin, 22 Nov 

2021 

Sesi I 

 

07.30 – 08.00 - Registrasi Peserta Panitia 

08.00 – 08.15 

- Pembukaan Acara Sosialisasi: 

• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

• Pembacaan Doa 

• Laporan Penyelenggara 

• Sambutan Sekretaris Daerah 

 

Panitia 

Panitia 

Panitia 

Sekda Kabupaten Cilacap 

08.15 – 09.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Polres Cilacap 

Moderator     : Irban 5 

09.15 – 10.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Kejaksaan Negeri Cilacap 

Moderator    : Irban 5 

10.15 – 11.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Inspektur Cilacap 

Moderator     : Irban 5 

11.15 – 12.15 
- Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli dilanjutkan 

penutupan sesi 1 
Narasumber : Eko S 

Moderator     : Irban 5 

4 

Senin, 22 Nov 

2021 

Sesi II 

12.30 – 13.00 - Registrasi Peserta Panitia 

13.00 – 13.15 

- Pembukaan Acara Sosialisasi: 

• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

• Pembacaan Doa 

 

Panitia 

Panitia 

13.15 – 14.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Polres Cilacap 

Moderator    : Kasubag Analev 

14.15 – 15.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Kejaksaan Negeri Cilacap 

Moderator    : Kasubag Analev 

15.15 – 16.15 
- Paparan dan Diskusi terkait Saber  Narasumber : Inspektur Cilacap 

Moderator     : Kasubag nalev 

16.15 – 17.15 
- Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli dilanjutkan 

penutupan sesi 2 
Narasumber : Eko S 

Moderator     : Kasubag Analev 



No. Hari/ Tanggal Waktu Acara Keterangan 

5 

Rabu, 24 Nov 

2021 

Sesi I 

07.30 – 08.00 - Registrasi Peserta Panitia 

08.00 – 08.15 

- Pembukaan Acara Sosialisasi: 

• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

• Pembacaan Doa 

 

Panitia 

Panitia 

08.15 – 09.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Polres Cilacap 

Moderator     : Slamet Riyadi 

09.15 – 10.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Kejaksaan Negeri Cilacap 

Moderator    : Slamet Riyadi 

10.15 – 11.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Inspektur Cilacap 

Moderator     : Slamet Riyadi 

11.15 – 12.15 
- Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli dilanjutkan 

penutupan sesi 1 
Narasumber : Irban 2 

Moderator     : Slamet Riyadi 
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Rabu, 24 Nov 

2021 

Sesi II 

12.30 – 13.00 - Registrasi Peserta Panitia 

13.00 – 13.15 

- Pembukaan Acara Sosialisasi: 

• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

• Pembacaan Doa 

 

Panitia 

Panitia 

13.15 – 14.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Polres Cilacap 

Moderator    : Kasubag Perencanaan 

14.15 – 15.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Kejaksaan Negeri Cilacap 

Moderator    : Kasubag Perencanaan 

15.15 – 16.15 
- Paparan dan Diskusi terkait Saber  Narasumber : Inspektur Cilacap 

Moderator     : Kasubag Perencanaan 

16.15 – 17.15 
- Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli dilanjutkan 

penutupan sesi 2 
Narasumber : Irban 2 

Moderator     : Kasubag Perencanaan 



No. Hari/ Tanggal Waktu Acara Keterangan 

7 

Kamis, 25 Nov 

2021 

Sesi I 

07.30 – 08.00 - Registrasi Peserta Panitia 

08.00 – 08.15 

- Pembukaan Acara Sosialisasi: 

• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

• Pembacaan Doa 

 

Panitia 

Panitia 

08.15 – 09.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Polres Cilacap 

Moderator     : Djoko Hermawan 

09.15 – 10.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Kejaksaan Negeri Cilacap 

Moderator    : Djoko Hermawan 

10.15 – 11.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Inspektur Cilacap 

Moderator     : Djoko Hermawan 

11.15 – 12.15 
- Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli dilanjutkan 

penutupan sesi 1 
Narasumber : Irban 3 

Moderator     : Djoko Hermawan 
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Kamis, 25 Nov 

2021 

Sesi II 

12.30 – 13.00 - Registrasi Peserta Panitia 

13.00 – 13.15 

- Pembukaan Acara Sosialisasi: 

• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

• Pembacaan Doa 

 

Panitia 

Panitia 

13.15 – 14.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Polres Cilacap 

Moderator    : Sekretaris Inspektorat 

14.15 – 15.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Kejaksaan Negeri Cilacap 

Moderator    : Sekretaris Inspektorat 

15.15 – 16.15 
- Paparan dan Diskusi terkait Saber  Narasumber : Inspektur Cilacap 

Moderator     : Sekretaris Inspektorat 

16.15 – 17.15 
- Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli dilanjutkan 

penutupan sesi 2 
Narasumber : Irban 3 

Moderator     : Sekretaris Inspektorat 



No. Hari/ Tanggal Waktu Acara Keterangan 
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Senin, 29 Nov 

2021 

Sesi I 

07.30 – 08.00 - Registrasi Peserta Panitia 

08.00 – 08.15 

- Pembukaan Acara Sosialisasi: 

• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

• Pembacaan Doa 

 

Panitia 

Panitia 

08.15 – 09.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Polres Cilacap 

Moderator    : Hirmawan Dany A 

09.15 – 10.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Kejaksaan Negeri Cilacap 

Moderator    : Hirmawan Dany A 

10.15 – 11.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Inspektur Cilacap 

Moderator     : Hirmawan Dany A 

11.15 – 12.15 
- Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli dilanjutkan 

penutupan sesi 1 
Narasumber : Irban 4 

Moderator     : Hirmawan Dany A 

10 

Senin, 29 Nov 

2021 

Sesi II 

12.30 – 13.00 - Registrasi Peserta Panitia 

13.00 – 13.15 

- Pembukaan Acara Sosialisasi: 

• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 

• Pembacaan Doa 

 

Panitia 

Panitia 

13.15 – 14.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Polres Cilacap 

Moderator     : Irban 5 

14.15 – 15.15 - Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli Narasumber : Kejaksaan Negeri Cilacap 

Moderator    : Irban 5 

15.15 – 16.15 
- Paparan dan Diskusi terkait Saber  Narasumber : Inspektur Cilacap 

Moderator     : Irban 5 

  
16.15 – 17.15 

- Paparan dan Diskusi terkait Saber Pungli dilanjutkan 

penutupan sesi 2 
Narasumber : Irban 4 

Moderator     : Irban 5 
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PELAKSANA SATGAS SABER PUNGLI 

TUGAS BERDASARKAN PERPRES NO. 87 TH. 2016 

TTG SATGAS SABER PUNGLI       

MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR 

SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN 

DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN PERSONIL, SATUAN KERJA,

DAN SARANA PRASARANA, 

BAIK YANG BERADA DI KEMENTERIAN/LEMBAGA 

MAUPUN PEMERINTAH DAERAH

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR 

2

SABER PUNGLI



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Th. 2016 

tentang Satgas Saber Pungli

a. Membangun sistem pencegahan & pemberantasan pungutan liar

b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga

dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi

c. mengoordinasikan,merencanakan, dan melaksanakan operasi

pemberantasan pungutan liar

d. melakukan operasi tangkap tangan

e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta

kepala pemerintah daerah untuk

f. memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

g. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit

Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada

pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah

h. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar

WEWENANG SABER PUNGLI

3



SABER PUNGLI CILACAP

DASAR

Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 180 / 801 / 14 / Tahun 2016 

Tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar 
Kabupaten Cilacap 

DI BENTUK DAN BERLAKU SEJAK 
30 DESEMBER 2016



KEANGGOTAAN SATGAS SABER PUNGLI CILACAP

I

N

S

T

A

N

S

I

KEPOLISIAN RESOR CILACAP

INSTANSI & BADAN PEMERINTAHAN
KAB. CILACAP

KODIM 0703 CILACAP

LANAL CILACAP

KEJAKSAAN NEGERI CILACAP

PENGADILAN NEGERI CILACAP

DPRD CILACAP
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PENGADUAN PUNGLI MELALUI TIM 
SABERPUNGLI KAB. CILACAP 

ALAMAT POSKO : JL. SUMBING NO. 17

SIDANEGARA CILACAP

CALL CENTER : (0282) 534 400

EMAIL : saberpungli.cilacap@gmail.com

INSTAGRAM : saber_pungli_cilacap

POSKO SABER PUNGLI KAB. CILACAP 

mailto:saberpungli.cilacap@gmail.com




Praktik pungutan liar dijerat dengan Pasal 368 KUHP

dengan ancaman hukuman maksimal ( 9 ) sembilan tahun

Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun

Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman

penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun

ANCAMAN PIDANA 

8

UMUMNYA

PELAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL



PUNGLI  ......  KORUPSI

TRANSPARANCY INTERNATIONAL 

“PERILAKU PEJABAT PUBLIK, YANG SECARA TIDAK WAJAR DAN TIDAK 
LEGAL MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, DENGAN MENYALAHGUNAKAN 

KEKUASAAN PUBLIK YANG DIPERCAYAKAN KEPADA MEREKA”

BLACK’S LAW DICTIONARY

“SUATU PERBUATAN YANG DILAKUKAN DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN 
SUATU KEUNTUNGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEWAJIBAN RESMI DAN HAK-
HAK DARI PIHAK- PIHAK LAIN, SECARA SALAH MENGGUNAKAN JABATANNYA ATAU 

KARAKTERNYA UNTUK MENDAPATKAN SUATU KEUNTUNGAN UNTUK DIRINYA 
SENDIRI ATAU UNTUK ORANG LAIN BERSAMAAN DENGAN KEWAJIBANNYA DAN 

HAK-HAK DARI PIHAK LAIN”



UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999 JO RI UU RI NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

“DENGAN UNSUR-UNSUR UTAMA : PERBUATAN MELAWAN HUKUM, PENYALAHGUNAAN 
WEWENANG, MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN/PEREKONOMIAN NEGARA”

PUNGUTAN LIAR 
Pungutan Liar adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat atau
kegiatan yang seharusnya tidak ada biaya / tambahan, sehingga dapat
diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa
oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah
praktek kejahatan atau perbuatan pidana.



P
U
N
G
L
I

TERJADI 
KARENA 

GREEDY   /   SERAKAH 

OPPORTUNITY       
KESEMPATAN 

NEED / KEBUTUHAN 

EXPOSURE   /   
PENGUNGKAPAN 



7  SEKTOR PELAYANAN PUBLIK YANG RAWAN PUNGLI 



RAWAN PUNGLI DI DESA / KECAMATAN / 
JAJARAN SKPD 

1. TERKAIT KEPENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH 

2. TERKAIT KEPENGURUSAN SURAT-SURAT KEPENDUDUKAN, DLL 

3. PENGGUNAAN DANA DESA 

4. PROSES PENERIMAAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAHAN DESA, KECAMATAM SAMPAI DENGAN SKPD 

5. PENGAJUAN PERIZINAN 

6. PELAYANAN PUBLIK 

7. PENGADAAN BARANG DAN JASA

8. PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAHAN 

9. KEIKUTSERTAAN TENDER PROYEK 

DAN MASIH BANYAK YANG 
LAINNYA....... 



RENCANA AKSI TIM SABER PUNGLI CILACAP 

• Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di Kab. 
Cilacap, berupa giat : 

Sosialisasi terkait Pungli 

Kampanye Anti Pungli

Publikasi media masa

Publikasi Langsung ( Pemasanagan stiker, spanduk, dll )

• Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kerawanan Pungli 

Data pelayanan yan publik 

Data rekuitmen pada badan kepegawaian daerah kab. Cilacap 

Data Pos pos pelayanan 

Data Proyek pemerintah 

Data pengaduan masyarakat 



• Mengoordinir, merencanakan dan melaksanakan operasi 
pemberantasan pungli 

Rapat koordinasi lintas sektoral 

Rapat teknis pemberantasan

Kegiatan Razia 

Penyusunan Administrasi razia

Konsolidasi Kegiatan

• Melaksanakan Operasi Tangkap Tangan 

• Evaluasi Pemberantasan Pungutan Liar 



SABER PUNGLI KAB. CILACAP
TAHUN 2021

PENGADUAN YANG DITERIMA UPP KAB CILACAP PERIODE JANUARI SD 

NOVEMBER 2021 :

❖ DUGAAN PUNGLI PENGURUSAN PEMBUATAN SURAT PINDAH 

PENDUDUK SEBESAR Rp. 200.000,-

❖ DUGAAN PUNGLI DANA BANSOS YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM 

PERANGKAT DESA

❖ DUGAAN PUNGLI DALAM PENGURUSAN BERKAS NIKAH SEBESAR 

Rp.200.000,-



• LP / A / 81 / VI / 2017 / Jtg / Res. Clp, tanggal 23 Juni 2017

• Tentang Tindak pidana Korupsi terkait Pungli 

• Dalam perkara ini di laksanakan OTT terhadap Kades 
Widarapayung Kulon masa jabatan tahun 2017

• Diketahui pada hari Jum’at tanggal 23 Juni 2017 sekira 
pukul 10.35 Wib di kantor PT. Lautan Mas Jaya alamat 
pesisir pantai Lancang Indah ikut desa Widarapayung 
Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap

• Perkara Sudah P21 ( Berkas Lengkap )

• Sudah pengiriman tersangka dan barang bukti ke 
Kejaksaan 

CONTOH PENANGAN PERKARA

PUNGLI DI CILACAP

1
7



• LAPORAN POLISI NOMOR : LP / A / 37 / III / 2018 / Jateng / 

Res. Clp, Tanggal 06 Maret 2018 

• tentang Pungutan Liar PRONA Tahun 2017 di Desa 

Sidamulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap

• Tersangka: KADES SIDAMULYA Kec. Wanareja Kab. 

Cilacap masa jabatan tahun 2017.

• Berkas Sudah Lengkap ( P21 ) 

• Sudah dilaksanakan pengiriman tersangka dan 

Barangbukti

CONTOH PENANGAN PERKARA

PUNGLI DI CILACAP

1
8





1

SAPU BERSIH

PERPRES NO 87 Tahun 2016

Tentang 
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

PUNGUTAN LIAR

OLEH :

D.PURNAMA,SH
KASI INTELIJEN KEJARI CILACAP

DAN TIM



DASAR HUKUM

1. Kitab Undang Undang Pidana ;

2. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;

3. UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi ;

4. UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 

tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan

Liar



PERISTIWA

• MENURUT KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA DEFINISI DARI PERISTIWA 
ADALAH “KEJADIAN (HAL, PERKARA, DSB)”.

PERISTIWA

PERISTIWA

BIASA
PERISTIWA

HUKUM



➢PERISTIWA BIASA : KEJADIAN YANG TIDAK 
MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM

➢PERISTIWA HUKUM : SUATU KEJADIAN DALAM
MASYARAKAT YANG DAPAT MENIMBULKAN AKIBAT
HUKUM ATAU YANG DAPAT MENGGERAKKAN
PERATURAN TERTENTU SEHINGGA PERATURAN
YANG TERCANTUM DI DALAMNYA DAPAT BERLAKU
KONKRIT



Peristiwa Hukum atau bukan ?

Buah Apel

KELAHIRAN

• Dapat menimbulkan Hak Waris (peristiwa 
hukum terkait Keperdataan)

BERDUAAN

• Bisa menjadi peristiwa hukum apabila 
menimbulkan sebab/akibat

RAIBNYA UANG DI KAS PEMERINTAH

• Apakah diakibatkan kesalahan perhitungan 
keuangan atau tindak pidana



PENGERTIAN PUNGLI

adalah pengenaan biaya atau

pungutan di tempat yang 

seharusnya tidak ada biaya

sehingga dapat diartikan sebagai

kegiatan memungut biaya atau

meminta uang secara paksa oleh

seseorang kepada pihak lain dan

hal tersebut merupakan sebuah

praktek kejahatan atau perbuatan

pidana.





Menkopolhukam
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 

(Menkopolhukam) RI, MAHHFUD MD menyebut Satgas Saber Pungli 

selama lima tahun terakhir telah melakukan OTT puluhan ribu kali.

Tepatnya sejak 2016 hingga 2021 berhasil melakukan Operasi Tangkap 

Tangan (OTT) pada 43 ribu individu yang terlibat kasus pungli.

Mahfud merinci, saat ini sudah ada 15 provinsi di Indonesia yang 

membentuk satgas saber pungli.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mahfud MD: Sejak 

2016-2021, Satgas Saber Pungli Lakukan 0TT pada 43 Ribu Pelaku Pungli , 

https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/24/mahfud-md-sejak-2016-

2021-satgas-saber-pungli-lakukan-0tt-pada-43-ribu-pelaku-pungli.

Pungli bagian dari korupsi sehingga kinerja saber pungli beriringan 

dengan lembaga lain seperti KPK, Polri maupun Kejaksaan

Disampaikan pada 24 September 2021 di DIY

Dalam siaran pers No 367/SP/HM.P1.02/POLHUKAM/12/2020 di Jakarta 

menjelaskan Satgas Saber Pungli dibutuhkan, mengingat semangat untuk korup 

masih selalu ada

https://www.tribunnews.com/
https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/24/mahfud-md-sejak-2016-2021-satgas-saber-pungli-lakukan-0tt-pada-43-ribu-pelaku-pungli




PERANAN KEJAKSAAN DALAM 

SATGAS SABER PUNGLI
Saya terjunkan instrumen intelijen ke lapangan untuk memantau kinerja
jajaran di semua lini. Kalau ditemukan penyimpangan akan segera diambil
tindakan,” kata Jaksa Agung H.M. Prasetyo di Jakarta, Jumat
(21/10/2017)



SASARAN PUNGLI

• Pelayanan Publik

• Ekspor Impor

• Penegakan Hukum

• Perijinan

• Kepegawaian

• Pendidikan

• Pengadaan Barang/Jasa

• Kegiatan Pungli Lainnya



PENYEBAB PUNGLI ANTARA LAIN

GREEDY

(Keserakahan)

OPPORTUNITY

(Kesempatan)

NEED

(Kebutuhan)



PENYEBAB PUNGLI ANTARA LAIN

Budaya

Jalan pintas

Lemahnya 

Kontrol/Sistem

DLL
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SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

TUGAS

MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN 

PUNGUTAN LIAR SECARA EFEKTIF DAN 

EFISIEN DENGAN MENGOPTIMALKAN 

PEMANFATANAN PERSONIL, SATUAN 

KERJA DAN SARANA PRASARANA BAIK 

YANG BERADA DI 

KEMENTERIAN/LEMBAGA MAUPUN 

PEMERINTAH DAERAH

a. Intelijen,      b.pencegahan,     c.penindakan

d.  yustisi



W

E

W

E

N

A

N

G

S

A

B

E

R

Pasal 4 Perpres No 87 Tahun 2016 satuan tugas :

pemberantasan pungutan liar mempunyai wewenang :

a. Membangun pencegahan dan pemberantasan pungutan liar

b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari 

kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan 

menggunakan teknologi informasi

c. Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi 

pemberantasan pungutan liar ;

d. Melakukan operasi tangkap tangan ;

e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk 

memberikan sanksi kepada petugas pelaku pungli sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas 

unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan 

public kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala 

pemerintah daerah ; dan

g.Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar



Tertangkap Tangan adalah 

tertangkapnya seorang pada 

waktu sedang melakukan 

tindak pidana, atau dengan 

segera sesudah beberapa saat 

tindak pidana itu dilakukan, 

atau sesaat kemudian diserukan 

oleh khalayak ramai sebagai 

orang yang melakukannya, 

atau apabila sesaat kemudian 

padanya ditemukan benda 

yang diduga keras telah 

dipergunakan untuk melakukan 

tindak pidana itu yang 

menunjukkan bahwa ia adalah 

pelakunya atau turut melakukan 

atau membantu melakukan 

tindak pidana itu.

TERTANGKAP TANGAN

Pasal 1 angka 19 KUHAP



TKP = TEMPAT KEJADIAN PERKARA

Adalah tempat dimana:

• Kejahatan dilakukan

• Ditemukan saksi 

• Ditemukan bukti-bukti



POLA PENANGANAN SABER PUNGLI

(PASAL KUHP)

OTT/

Bukti Cukup

Pokja Penindakan

SatgasLaporan

Kepolisian

Kejaksaan
Pengadilan

Negeri
Eksekusi



Pasal Pasal

 Pasal 368 ayat (1) KUHP

 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 

adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang 

maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana 

penjara paling lama sembilan tahun

 Putusan Pengadilan Negeri klas I A Bandung No.915/Pid.B/2014/PN.BDG. 
Terdakwa dikenal sebagai preman dan tukang parkir. Ketika itu terdakwa 

dengan paksa meminta uang kepada saksi korban sebanyak Rp20.000.- (dua 

puluh ribu rupiah) namun oleh saksi korban hanya diberikan sebanyak 

Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah). Karena permintaan terdakwa tidak dikabulkan 

seluruhnya oleh saksi korban, maka terdakwa marah-marah dan mengajaknya 

untuk berkelahi. Terdakwa langsung meninju korban beberapa kali kebagian 

kepala sehingga korban berusaha menangkisnya sampai akhirnya datang 

orang ramai untuk melerainya.

 Pasal 368 (1) KUHP dengan unsur “barangsiapa” ditujukan terhadap siapa saja 

pihak pihak yang tidak berhak/tidak berwenang seperti PREMAN dsb.



PUNGLI JUGA DAPAT DIJERAT

UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi

Kepolisian

Kejaksaan

KPK

Pungli UU 
Tipikor

Pengadilan
Tipikor



Pasal 5 ayat (1)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana
denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang :

huruf a, unsur-unsurnya adalah :

* Memberi atau menjanjikan sesuatu

* Kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara.

* Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

huruf b, unsur-unsurnya :

* Memberi sesuatu

* Pegawai negeri atau penyelenggara negara.

* Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak
dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 ayat (2), unsur-unsurnya :

* Pegawai negeri atau penyelenggara negara.

* Menerima pemberian atau janji

* Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertetangan dengan
kewajibannya

Pungli juga (sebagai) Tipikor

UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001



Pasal 11 UU TIPIKOR

Unsur :

a.Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

b.Yang menerima hadiah atau janji

c.Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah 

atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau 

kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, 

atau yang menurut pikiran orang yang memberikan 

hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan 

jabatannya



Pasal 11 UU TIPIKOR

Unsur :

a.Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

b.Yang menerima hadiah atau janji

c.Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah 

atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau 

kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, 

atau yang menurut pikiran orang yang memberikan 

hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan 

jabatannya



Pasal 12 huruf a

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, 

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 

menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang 

bertentangan dengan kewajibannya

Misal : agar diluluskan dalam tes CPNS

Pasal 12 huruf b

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui 

atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan 

karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 

bertentangan dengan kewajibannya

Pasal 12 huruf c

hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa 

hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang 

diserahkan kepadanya untuk diadili



Adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari 

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang 
(Ps.1 butir 5 KUHAP)

Tugas penyelidikan adalah 

sangat penting karena merupakan 

landasan yang kuat didalam 

menunjang tugas penyidikan. 



Kegiatan penyelidikan dilakukan segera setelah aparat

penegak hukum menerima informasi/ laporan/ pengaduan

tentang adanya suatu peristiwa yang diduga berindikasi

pidana. Kegiatan penyelidikan ditujukan untuk Mencari,

Menggali, Mengumpulkan Bahan Keterangan, dan Data-Data

sebanyak dan selengkap mungkin dari berbagai sumber,

baik dilakukan secara terbuka maupun tertutup, yang

selanjutnya bahan keterangan dan data-data tersebut diolah

dalam satu proses sehingga menghasilkan suatu

kesimpulan, tentang ada atau tidak Peristiwa Hukum

(Pidana). Singkatnya, LID itu bertujuan untuk mengetahui

apakah sesuatu peristiwa itu peristiwa hukum atau peristiwa

biasa?, apakah peristiwa hukum tersebut merupakan

peristiwa hukum pidana (?)



Rencana Penyelidikan

Sasaran Akhir Tugas LID

 Memperoleh / mengidentifikasi berbagai bahan

keterangan dan data, serta bukti terkait,

sehingga dapat mengungkap suatu peristiwa

dengan metode 5 W + 1H (SIADIBIBAM) dengan

disertai analisis yuridis, sehingga dapat diketahui

apakah peristiwa tersebut adalah Tindak Pidana
PUNGUTAN LIAR.



Metode Terbuka

• Penyelidikan Terbuka

• Memperlihatkan ID, Surat
Perintah menggunakan 
teknik interview dengan 
unsur 5 W + 1 H



Metode Tertutup

• Penyelidikan Tertutup

- Untuk tindak pidana yang sulit

diungkap (dikhawatirkan

pelaku melarikan diri maupun

menghilangkan barang bukti)

- Elisitasi.

- Surveillance, undercover, 

observation.



Prinsip 5 W + 1 H 

Dalam 

Penyelidikan

 W1 = What = TP apa yang terjadi

 W4 = Where = Dimana terjadi TP

 W3 = When = Bilamana terjadi TP

 W5 = Why = Mengapa TP terjadi

 W2 = Who = Siapa saja yang terlibat 
TP

 H = How =Bagaimana TP dilakukan



 Oleh karena tugas penyelidikan berfungsi sebagai
dasar untuk tugas penyidikan selanjutnya maka
laporan hasil penyelidikan tersebut diharapkan
dapat memberikan kesimpulan bahwa :

Apakah suatu peristiwa pidana itu adalah
merupakan suatu kejahatan yang sekaligus dapat
menentukan arah dan alat bukti yang telah
diperoleh, sehingga dapat mempermudah
penyidikanya.

 Selanjutnya dari bahan keterangan dan data
maupun dokumen yang diperoleh tersebut diolah
dalam satu proses analisa yuridis sehingga
menghasilkan suatu kesimpulan tentang “Apakah
suatu perkara yang dilakukan penyelidikan
tersebut telah diperoleh ataupun ditemukan bukti
permulaan / bukti awal yang cukup telah
terjadinya suatu tindak pidana ?”



PENYIDIKAN
Adalah serangkaian tindakan

penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur
dalam undang-undang untuk
mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu
membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya (Ps.1 butir 2 KUHAP)

➢ Kegiatan penyidikan tindak pidana korupsi bertujuan untuk mencari
dan menemukan unsur-unsur tindak pidana korupsi berikut alat bukti
yang sah. Dengan demikian dalam kegiatan penyidikan ini
diarahkan pada konstruksi pasal-pasal yang disangkakan.

➢ Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi :
“Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan suatu penyidikan peristiwa yang
merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada
Penuntut Umum.” Pemberitahuan tersebut disampaikan oleh Penyidik
kepada Penuntut Umum melalui SPDP.



➢ Sasaran / target tindakan Penyidikan adalah mengupayakan segala
sesuatu yang akan dijadikan sebagai sarana PEMBUKTIAN tentang
tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidananya menjadi terang /
jelas dan sekaligus menemukan siapa tersangka pelakunya.

➢ Adapun yang dimaksud dengan “Pembuktian” adalah upaya
menyajikan / mengajukan alat-alat bukti yang sah dan barang bukti di
depan sidang Pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa
sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.

➢ Upaya pembuktian dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam
KUHAP, yaitu dengan melakukan kegiatan / tindakan mencari /
menemukan / mengumpulkan / menyita alat-alat bukti yang sah dan
barang bukti, yang selanjutnya melalui proses penuntutan, alat-alat
bukti tersebut oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan .



ACTUS REUS & MENS REA

 Bahwa di beberapa negara, perbuatan dan sikap batin
seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya
suatu perbuatan pidana. Zainal Abidin Farid
berpendapat bahwa unsur Actus Reus yaitu perbuatan
harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan
pidana sesuai rumusan undang-undang, selanjutnya
barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur
mens rea. Dengan demikian maka unsur perbuatan
pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti
barulah mempertimbangkan tentang kesalahan
terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban
pidana.

 Mens Rea adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana.
Berbeda dengan Actus Reus yang menyangkut
perbuatan yang melawan hukum (unlawful act), mens
rea mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu
sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak
pidana atau keadaan psikis pembuat (Utrecht, 1960:
257 ).



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 
21/PUU-XII/2014 TANGGAL 28 APRIL 2015

DIAJUKAN OLEH BACHTIAR ABDUL FATAH 

(KARYAWAN PT.CHEVRON PASIFIC 

INDONESIA)

AMAR :

1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang 

cukup”, “bukti yang cukup”, sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan

Pasal 21 (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 

1945 sepanjang tidak dimaknai “bukti permulaan”, 

“bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang 

cukup” adalah minimal dua alat bukti yang 

termuat dalam Pasal 184 KUHAP.



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 
21/PUU-XII/2014 TANGGAL 28 APRIL 2015

2. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti
yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14,
Pasal 17 dan Pasal 21 (1) KUHAP tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “bukti permulaan”,
“bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” adalah
minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

3. Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka,
penggeledahan dan penyitaan.

4. Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka,
penggeledahan dan penyitaan.



ALAT BUKTI

Alat Bukti Yang Sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP adalah
sebagai berikut :

1 KETERANGAN SAKSI

2 KETERANGAN AHLI

3

4

5

S U R A T

PETUNJUK

KETERANGAN TERDAKWA



KETERANGAN SAKSI

Adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana

berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia

alami sendiri, dengan menyebut alasan dari

pengetahuannya itu.

Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang

saksi nyatakan di muka Sidang Pengadilan.

➢ Keterangan dari saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang
lain bukan merupakan alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat 7 KUHAP).

➢ Keterangan Saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan tersebut
diberikan dibawah sumpah (Pasal 116 ayat 1), maka keterangan saksi itu berlaku

sebagai alat bukti yang sah.

➢ Keterangan Saksi kepada Penyidik yang dituangkan dalam BAP berlaku sebagai
alat bukti “SURAT” (Pasal 187 huruf b atau d KUHAP)

➢ Tidak berlaku sebagai Keterangan Saksi, apabila keterangan itu diperoleh dari
orang lain (testimonium de auditu)

➢ Saksi a charge : Saksi yang memberatkan Terdakwa.

➢ Saksi a de charge : Saksi yang meringankan Terdakwa.



KETERANGAN AHLI

Adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang

memiliki “KEAHLIAN KHUSUS” tentang hal yang diperlukan

untuk membuat terang suatu perkara pidana guna

kepentingan pemeriksaan /di Sidang Pengadilan (Pasal 1

angka 28 KUHAP)

Keterangan Ahli adalah apa yang seorang AHLI

nyatakan di Sidang Pengadilan. (Pasal 186 KUHAP)

➢ Keterangan Ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau
Penuntut Umum yang dituangkan dalam bentuk “Laporan” dan dibuat “Dengan
mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.”

➢ Jika hal tersebut tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau
Penuntut Umum, maka pada waktu pemeriksaan di Sidang Pengadilan diminta
untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam BAP (Sidang). Keterangan
tersebut diberikan setelah ia (ahli) mengucapkan sumpah atau janji dihadapan
Hakim.

➢ Dalam hal Penyidik untuk kepentingan Peradilan menangani seorang korban,
baik luka, keracunan, ataupun mati diduga karena peristiwa yang merupakan
tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan “Keterangan Ahli” kepada
Ahli Kedokteran Kehakiman (Kedokteran Forensik) atau dokter dan/atau ahli
lainnya (Pasal 133 ayat 1 KUHAP)



AHLI

Menurut Andi Hamzah, yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu
pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian
ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi
Kriminalistik, sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu
tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan
sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan.

Menurut M. Yahya Harahap keterangan ahli yang dimaksud KUHAP

adalah sebagai berikut :

a. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang 

memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan 

penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa.

b. Maksud keterangan Khusus dari ahli, agar perkara pidana yang 

sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian 

pemeriksaan perkara yang bersangkutan.



Mengingat bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang 

dominan kontribusinya dalam upaya pembuktian, agar diperhatikan : 

• Apakah persyaratan kualifikasi keahlian khusus (pasal 1 butir 28

KUHAP) telah terpenuhi. Karena itu dalam Berita Acara

Pemeriksaan ahli harus terdapat data : Pendidikan, spesialisasi,

penelitian yang pernah dilakukan, prestasi yang pernah

publikasikan, masa kerja dalam jabatan, pengalaman bertindak

sebagai ahli di bidang peradilan dan lain-lain data yang dapat

meyakinkan Majelis Hakim akan kualifikasi keahlian khusus

dimaksud;

• Sejauh mana akurasi dan relevansi analisis ilmiah-argumentatif

ahli yang bersangkutan bagi pembuktian unsur tindak pidana

kehutanan.

• Ditinjau dari segi disiplin ilmu yang terkait dengan kepentingan

pembuktian, apakah acara kuantitatif jumlah ahli yang diperiksa

penyidik sudah cukup.

• Apakah ahli yang bersangkutan telah disumpah sebelum

memberikan keterangannya atau mengangkat sumpah untuk

menguatkan keterangannya (pasal 120 ayat 2 KUHAP).



PERBEDAAN SAKSI DAN AHLI

SAKSI

 Tidak harus memiliki 
keahlian tertentu

 Harus mengalami
(melihat,

merasakan, mencium,
meraba atau atau 
mendengar) sendiri
perkara pidana ybs

 Satu saksi bukan saksi 

 Tidak harus memiliki 
gelar kesarjanaan

AHLI

 Harus memiliki keahlian
tertentu

 Tidak harus atau
mempelajari bukti dan
memberikan keterangan
sesuai dengan
keahliannya

 Kemungkinan satu ahli
bisa membuktikan

 Harus memiliki gelar
kesarjanaan di disiplin
ilmu yang diperlukan



ALAT BUKTI SURAT
Adalah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah

jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

A. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum
yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan
tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya
sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

B. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau
surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana
yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian
sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

C. Surat keterangan dari seorang Ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara
resmi daripadanya.

D. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat
pembuktian yang lain.

surat



SURAT

BIASA

AKTA

AKTA 

DIBAWAH 

TANGAN

AKTA 

AUTHENTIK

DIBUAT OLEH YANG 

BERHAK

DIBUAT OLEH PEJABAT 

YANG BERWENANG



ALAT BUKTI PETUNJUK

Adalah Perbuatan, Kejadian, atau Keadaan yang karena

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang

lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana

dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat 1 KUHAP)

Petunjuk dimaksud hanya
dapat diperoleh dari :

KETERANGAN SAKSI

S U R A T

KETERANGAN TERSANGKA/
TERDAKWA

➢ PERBUATAN

➢ KEJADIAN

➢ KEADAAN 

PETUNJUK

Telah 

terjadi 

suatu 

tindak 

pidana

Siapa 

pelaku 

tindak 

pidana



PEMERIKSAAN TERSANGKA
PANGGILAN MEMPERHITUNGKAN TENGGANG

WAKTU YANG WAJAR DITERIMANYA PANGGILAN

DAN WAKTU (PASAL 112 KUHAP)

Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik 

diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam

bentuk apapun (Pasal 117 ayat 1 KUHAP)

Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa

yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan

tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya,

penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya

sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka

sendiri

1. Bisa berisi pengakuan Tersangka

atas keterlibatannya dalam tindak

pidana

2. Bisa berisi pengingkaran /

pemungkiran atas atas

keterlibatannya dalam tindak pidana

KETERANGAN TERSANGKA:
Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil

memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak

dapat datang kepada penyidik yang melakukan

pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat

kediamannya



Penyitaan :

Adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan
dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau
tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan,
dan Pengadilan.

Berdasarkan pengertian / penafsiran otentik sebagaimana dirumuskan dalam
Pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa benda yang
disita / benda sitaan yang juga dinamakan “BARANG BUKTI” tersebut adalah
berfungsi / berguna untuk kepentingan pembuktian Penyidikan, Penuntutan,
dan Pengadilan.

BARANG BUKTI



➢ Benda sitaan yang berstatus sebagai barang bukti adalah berfungsi
untuk kepentingan pembuktian. Namun apabila dikaitkan dengan
keberadaan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184
KUHAP, maka dapat diketahui secara jelas bahwa barang bukti “tidak
termasuk” sebagai alat bukti yang sah.

➢ Meskipun KUHAP tidak memberikan penjelasan secara tersurat
(eksplisit) mengenai kedudukan dan fungsi barang bukti (Corpus
Delicti), namun apabila hal tersebut dihubungkan dan bersesuaian
dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat digunakan
sebagai petunjuk.

Disamping itu keberadaan Barang Bukti di muka persidangan dapat juga
berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat “KEYAKINAN
HAKIM” dalam memutus kesalahan atau menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa.
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INSPEKTORAT 
KABUPATEN CILACAP

PENCEGAHAN 
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PEMERINTAHAN 
YANG BAIK

SAMBUTAN DAN ARAHAN INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP
DALAM SOSIALISASI SABERPUNGLI TAHUN 2021

CILACAP,     NOVEMBER 2021



AREA POTENSI KORUPSI 

• Perencanaan Penganggaran tidak sesuai prosedur;
• Intervensi pihak luar pada proses penganggaran;
• Pelaksanaan anggaran (fiktif);
• Penyimpangan Dana Bansos/Hibah/Dana Desa

APBD

• Proses tender tidak transparan
• Mark-up harga;
• Pekerjaan tidak sesuai kontrak/di subkontrakkan

Pengadaan Barang/Jasa

• Gratifikasi, suap, pungli;
• Mal-administrasi;
• Pelayanan tidak prima;
• Perijinan tidak transparan.

Pelayanan Publik

• Suap dan gratifikasi atau jual beli jabatan
• Proses pengangkatan jabatan tidak menerapkan merit system

Kepegawaian
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TOTAL 

1268
PROFESI/JABATAN PELAKU 
KORUPSI TAHUN 2004-2020 

PELAKU KORUPSI (2004-2020)



JENIS TINDAK KORUPSI (2004-2020)

NO Jenis Korupsi JUMLAH

1 Penyuapan 739

2 Pengadaan Barang dan Jasa 236

3 Penyalahgunaan Anggaran 50

4 Puncucian uang 38

5 Pungutan Liar 26

6 Perijinan 23

7 Menghalangi proses hukum 10

JUMLAH 1.122



• Pertahanan dan Keamanan

• Kemiskinan

• Kerugian Negara

• Birokrasi dan Pemerintahan

• Politik dan Demokrasi

• Hukum

• Ekonomi

• Lingkungan

BIDANG YANG TERDAMPAK KORUPSI



DAMPAK KORUPSI
YANG DIRASAKAN
LANGSUNG 

• Biaya kesehatan dan pendidikan mahal

• Angka kemiskinan meningkat

• Besaran pajak meningkat

• Angka kriminalitas meningkat

• Pertumbuhan ekonomi melambat



UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI 

ASN/
APARAT PEMERINTAH

Penerapan
Penegakan Hukum 
Konsisten dan Adil

ASN/ APARAT 
Pemerintah

Berinterigritas

REGULASI

Diklat Integritas
Kepemimpinan
bagi Aparatur
Pemerintah



AREA INTERVENSI PENCEGAHAN KPK
Monitoring Centre of Prevention (MCP)

TATA KELOLA  
DANA DESA 8

MANAJEMEN

ASET DAERAH 7

OPTIMALISASI 

PENDAPATAN  DAERAH 6

MANAJEMEN ASN 5

PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN APBD1

PENGADAAN  
BARANG DAN JASA2

PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU3

PENINGKATAN

KAPABILITAS APIP4



• Meningkatkan komitmen Kepala Daerah dan Kepala
OPD agar bekerja sesuai ketentuan yang berlaku

• Membuat sistem layanan terintegrasi

• Mensosialisasikan budaya anti korupsi dan 
integritas di lingkungan masing-masing

• Penguatan APIP; kapasitas, kapabilitas, kompetensi, 
indepedensi

• Peningkatan komitmen perbaikan tatakelola Pemda
lewat Program MCP

• Penguatan pengawasan tatakelola dana desa

• Sinkronisasi data perizinan provinsi dengan
Kab/Kota secara sistemik



KITA MESTI TELANJANG DAN BENAR-BENAR BERSIH
SUCI LAHIR DAN DI DALAM BATIN
TENGOKLAH KE DALAM SEBELUM BICARA
SINGKIRKAN DEBU YANG MASIH MELEKAT
SINGKIRKAN DEBU YANG MASIH MELEKAT

ANUGERAH DAN BENCANA ADALAH KEHENDAK-NYA
KITA MESTI TABAH MENJALANI
HANYA CAMBUK KECIL, AGAR KITA SADAR
ADALAH DIA DI ATAS SEGALANYA
ADALAH DIA DI ATAS SEGALANYA

KITA MESTI BERJUANG MEMERANGI DIRI
BERCERMIN DAN BANYAKLAH BERCERMIN
TUHAN ADA DI SINI, DI DALAM JIWA INI
BERUSAHALAH AGAR DIA TERSENYUM
BERUSAHALAH AGAR DIA TERSENYUM



YANG TERBAIK HANYALAH

SEGERALAH BERSUJUD..

MUMPUNG KITA MASIH

DIBERI WAKTU..



TERIMA KASIH
• INSPEKTORAT KABUPATEN CILACAP

Jl. Sumbing No. 17 Cilacap

• www.inspektorat.cilacapkab.go.id

• inspektoratcilacap@gmail.com

• 0282 -534400
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SIKLUS KEUANGAN DESA

• RKP DesaPerencanaan

• APB DesaPenganggaran

• PB/J, PajakPelaksanaan

• BKU, SPJ 
dll

Penatausahaan

• Lap Sem              
& Tahunan

Pelaporan

• LKPJ ke 
BPD

Pertanggung 
jawaban



Asas Pengelolaan 

Keuangan Desa

3

Asas 
Pengelolaan 
Keuangan 

Desa

Transparan

Partisipatif

Tertib & 
Disiplin 

Anggaran

Akuntabel



DISIPLIN ANGGARAN

4

⚫ Pendapatan - Terukur secara rasional

⚫ Belanja yg dianggarkan - batas tertinggi

pengeluaran belanja.

⚫ Pengeluaran - kepastian tersedianya penerimaan,

tdk dibenarkan melaksanakan kegiatan yg tdk

dianggarkan dalam APB Desa atau

perubahannya

⚫ Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam
tahun anggaran yang bersangkutan harus

dimasukan dalam APB Desa dan dilakukan

melalui Rekening Kas Desa



5

PPKD

STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Kepala Desa
(PKPKD)

Sekdes
(Koordinator)

Kaur

Kauangan
(Bendahara)

Kaur Umum dan 

Perencanaan, Kasi
(Pelaksana Kegiatan)

Menguasakan 

sebagian 

kekuasaanya

Dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan 

barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan 

sendiri, dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa 

dan/atau masyarakat :

a. Ketua;

b. Sekretaris; dan

c. Anggota.
Psl 7 ayat (1) dan (2)



Kasi

SPP

Sekdes Kades
Verifikasi

Contoh SOP Pembayaran Kegiatan Melalui 

Penyedia

SPP

Kaur Keuangan

S
P

P

Penyedia Barang/jasa Pencairan

Persetujuan 

Permintaan 

Pembayaran
Pernyataan Tanggung 

Jawab Belanja dan 

Bukti Penerimaan 

Barang/Jasa
SPP 

Disetujui

Mekanisme Pembayaran Kegiatan 

Melalui Penyedia



APBDesa

KETENTUAN PENGGUNAAN BELANJA DESA DLM 

APBDesa

(PP 43/ 2014 jo PP 47/2015 Ps. 100)

b. Maksimal 30% untuk :

1. Siltap & tunjangan Kades & 

Perangkat desa

2. Operasional Pemerintah Desa

3. Tunjangan & operasional BPD

4. Insentif RT & RW

a. Min 70% u/ mendanai penyelenggaraan

pem-an desa, pemb. Desa, pembinaan

kemasy. & pemberdy. Masy. Desa. 
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RELEVAN 

KOMPETEN

CUKUP 

MATERIAL

syarat
BUKTI 

PENGELUARAN 



Belanja Modal 
(Pembelian

Material) 

Bukti Pengeluaran/Kwitansi

(Pembelian Material dari

Toko Material/Pihak ketiga)

Bukti Pendukung

➢ Dokumen Pengadaan barang / jasa

➢ RAB

➢ Gambar rencana kerja sederhana

➢ Nota Pesanan/SPK kpd pihak Penyedia

➢ Faktur Pengiriman Barang

➢ Buku catatan penerimaan material

➢ Foto dokumen kegiatan

➢ Berita Acara Serah Terima (BAST)

Contoh Bukti Belanja



❖Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai 

pelaksana fungsi kebendaharaan .

❖Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam BKU

❖Pencatatan pada BKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap 

akhir bulan

Pasal 74

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

❑ Kaur Keuangan wajib membuat Buku Pembantu Kas Umum yang 

terdiri dari :

a. Buku Pembantu Bank

b. Buku Pembantu Pajak dan

c. Buku Pembantu Panjar

Pasal 75



❖Kades Menyampaikan LPJ realisasi APBDes kpd Bupati 

melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;

❖Disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 

berakhirnya Tahun Anggaran yang ditetapkan dengan 

Perdes yang disertai dng :

a. Laporan Keuangan (Laporan Ralisasi APBDes dan

Calk:

b. Laporan Realisasi Kegiatan;

c. Daftar program sektor, program daerah dan program 

lainnya yg masuk ke desa;

Pasal 80
Perbup 257/2018

PERTANGGUNGJAWABAN



BENTURAN KEPENTINGAN 
(PERBUP NO.64TAHUN  2019)

• Benturan Kepentingan merupkan suatu kondisi dimana
pertimbangan pribadi mempengaruhi dan / atau dapat
menyingkirkan profesionalisme seorang penyelenggara negara
dalam mengemban tugas.

• Salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya
benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara
Negara sehingga berpengaruh terhadap profesionalisme dan
kinerja dalam mengemban tugas.

• Untuk melaksanakan tugas-2 dalam proses pembangunan
nasional sangat diperlukan adanya pegawai yang berwibawa, 
bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, karena setiap
penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan.



PEJABAT YG BERPOTENSI MEMILIKI 

BENTURAN KEPENTINGAN

• Pejabat Pemerintah / Penyelenggara Negara yg berwenang dalam pengambilan
keputusan dan penentuan kebijakan.

• Perencana, (pejabat pemerintah yg diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang
untuk melaksanakan keg. Perencanaan pada Unit Perencanaan Tertentu)

• Pengawas, pejabat pemerintah yg mengawasi tugas dan fungsi eksekutif ( Auditor, 
P2UPD, Audiwan di Lingkungan Inspektorat Kab. Cilacap )

Pelaksana Pelayanan Publik : Pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yg

bekerja di dalam unit organisasi yg mempunyai tugas memberikan pelayanan

publik. 

Penilai, yaitu orang yg bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan

tujuan pengujian lainnya. 



BENTUK-BENTUK BENTURAN 

KEPENTINGAN 

Situasi yg menyebabkan seseorang menerima
gratifikasi / menerima hadiah atas jabatan

Situasi yg menyebabkan penggunaan aset
jabatan utk kepentingan pribadi/golongan

Perangkapan jabatan di beberapa instansi yg
memiliki hub langsung atau tidak langsung sehingga
menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk
kepentingan jabatan lainnya.



JENIS BENTURAN KEPENTINGAN 

Kebijakan yg berpihak akibat pengaruh / 
hubungan dekat / ketergantungan / 
pemberian gratifikasi.

Pemberian izin yg diskriminatif

Pengangkatan perangkat desa berdasarkan
hubungan dekat / balas jasa/ 
rekomendasi/pengaruh dari pejabat
pemerintah.





Pengertian Pungli

Pungutan liar adalah perbuatan yang

dilakukan oleh seseorang atau

pegawai Negeri atau pejabat Negara

dengan cara meminta pembayaran

sejumlah uang yang tidak sesuai

atau tidak berdasarkan peraturan

yang berkaitan dengan pembayaran

tersebut, yang tujuannya untuk

memudahkan urusan atau

memenuhi kepentingan dari

sipembayar pungutan.

Pungutan Liar (Pungli) sering disamakan dengan perbuatan

pemerasan, penipuan atau korupsi.



Faktor Penyebab Pungutan Liar (Pungli)

1. Menyalahgunakan Wewenang – Jabatan atau

kewenangan seseorang bisa melakukan

pelanggaran disiplin oleh pelaku yang melakukan

pungutan liar.

2. Faktor Mental – Karakter atau perilaku seseorang

dalam bertindak dan melakukan kontrol terhadap

dirinya sendiri.

3. Faktor Ekonomi – Penghasilna yang dapat

dikatakan tidak bisa untuk mencukupi keperluan

hidup yang tidak berbanding dengan tugas atau

jabatan yang dijalankan seseorang tersebut

menjadikan terdorong untuk melakukan pungli.

4. Faktor Kultural dan Budaya Organisasi – Budaya yang ada di sebuah lembaga yang 

berjalan secara terus menerus pada pungutan liar dan penyuapan bisa menjadi sebab

terjadinya pungutan liar menjadi hal yang biasa.

5. Terbatasnya sumber daya manusia

6. Lemahnya sistem yang mengotrol dan mengawasi dari atasan.



Dampak Terjadinya Pungli 

a.  Biaya ekonomi sangat tinggi.

b.  Rusaknya tatanan masyarakat.

c.  Kesenjangan sosial

d.  Tercipta masalah

e.  Terhambatnya pembangunan.

f.  Dapat menimbulkan ketidak

percayaan masyarakat kepada

pemerintah.



Jenis-Jenis Pungli di Desa Antara Lain : 

➢Uang Pengurusan KTP sementara

➢Uang Pengurusan Surat Pengantar.

➢Uang Pengurusan KK.

➢Uang PTSL dengan meminta

tambahan biaya

➢Uang Mutasi SPPT / Lintiran .



Tips Mencegah Terjadinya Pungutan Liar

Pertama,   penandatanganan dokumen Pakta Integritas dengan semua

pejabat dan karyawan. 

Kedua, kewajiban semua karyawan untuk mematuhi laporan resmi dan

aktivitas negaradan laporan aktivitas sipil negara.

Ketiga, kewajiban untuk mematuhi laporan keuangan, penerapan disiplin

PNS dan kode etik bagi para penjahat.

Keempat, penerapan pedoman dan sistem pelaporan untuk layanan sipil.

Kelima,     pendidikan tentang korupsi serta kontrol orientasi dan kepuasan

di semua unit layanan.

Aparat memiliki keinginan untuk

mengubah dan melayani

kepentingan warga negara. Dengan

membuat sistem zona integritas di 

setiap unit pelayanan dengan

melakukan hal berikut:



TERIMA KASIH







DOKUMENTASI PELAKSANAAN SOSIALISASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


